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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar kerja 

yang memiliki arti hasil kerja atau prestasi. Menurut Mahsun (2013:25) kinerja 

(performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang 

dalam rencana strategi suatu organisasi. Kinerja anggaran dapat digunakan untuk 

menilai/mengukur pengelolaan anggaran apakah sudah baik atau tidak. Secara etimologi, 

kata “anggaran” yang disusul kata “kinerja” mempunyai arti bahwasanya penganggaran 

kinerja atau hasil kerja senantiasa menghubungkan pengalokasian anggaran dengan 

ketercapaian hasil kerja pada setiap elemen alokasi dana yang dianggarkan. Anggaran 

dijadikan sebagai alat untuk perencanaan, komunikasi, koordinasi, pengawasan, dan 

pengambilan. Menurut PMK RI No, 214/PMK.02/2017 mengenai Pengukuran dan Evaluasi 

Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga pasal 1 ayat 6, kinerja anggaran berarti pencapaian hasil kerja terkait 

pemakaian anggaran lembaga atau kementerian yang tercantum pada dokumen anggaran. 

Kinerja anggaran sering kali berkonsep pada anggaran berbasis kinerja yang mana 

merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau 

output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Pengukuran kinerja jadi 

suatu bagian penting untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja diperlukan oleh 

pemerintah daerah untuk melihat pertanggungjawaban pada pelayanan masyarakat. 

Pengukuran kinerja anggaran digunakan untuk menilai pemerintah daerah dalam 

pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Menurut Jumingan 
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(2006:239) pengukuran kinerja keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran kinerja 

keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan. Kedua untuk 

mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan aset. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 

mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pasal 39 mengungkapkan nilai hasil kerja 

anggaran tingkatan lembaga ataupun kementerian, satuan kerja/kegiatan, eselon I/program 

diklasifikasikan pada kategori yaitu: 

a. Nilai kinerja anggaran melebihi 80% hingga 90% berkategori yaitu baik 

b. Nilai kinerja anggaran melebihi 90% berkategori sangat baik 

c. Nilai kinerja anggaran melebihi 50% hingga 60% berkategori kurang 

d. Nilai kinerja anggaran melebihi 60% hingga 80% berkategori cuku 

e. Nilai kinerja anggaran melebihi hingga 50% berkategori sangat kurang. 

Hasil kinerja anggaran dapat kita klasifikasikan dengan menggunakan 

pengklasifikasian nilai hasil kinerja anggaran diatas. Dengan begitu kita dapat melihat 

apakah kinerja anggaran sudah berjalan baik atau buruk. Baik atau buruk suatu kinerja 

anggaran perlu dilakukannya evaluasi. Evaluasi kinerja anggaran berkaitan dengan evaluasi 

hasil kerja ataupun kinerja suatu organisasi publik yang mempunyai beragam macam 

program. Program tersebut nanti akan dibagi kembali jadi berbagai aktivitas yang ingin 

dilakukan oleh organisasi publik. Organiasai publik merupakan yang bertujuan untuk 

menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya. 

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu organisasi publik yang 

berada di pemerintahan daerah.  
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Namun pada tahun 2020 terjadi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) hampir di 

seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pandemi covid-19 menyebabkan terhambatnya sistem 

keuangan dan ekonomi yang ada di Indonesia. Sebagai contohnya yaitu terjadinya penurunan 

berbagai macam kegiatan perekonomian, turunnya pendapatan negara, dan kenaikan belanja 

negara serta pembiayaan. Sebagai dampak dari pandemi covid-19, pemerintah melakukan 

efisiensi dan perubahan anggaran. Pemerintah mengambil tindakan dengan tujuan untuk 

memperbaiki perekonomian nasional dan perbaikan kesehatan. Salah satu caranya yaitu 

dengan memfokuskan belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan penyembuhan 

perekonomian dalam aktivitas usaha dan masyarakat terdapak covid-19. 

Pemerintah membuat berbagai macam kebijakan dan tindakan-tindakan kepada 

pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Dimulai dengan 

refocussing kegiatan, realokasi anggaran, penggunaan belanja tak terduga, penyesuaian 

pendapatan daerah hingga rasionalisasi belanja. Junaidi dkk (2020:150) mengatakan bahwa 

arahan mengenai refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk pertama kali dituliskan 

pada kepustakaan peraturan perundang-undangan yang dapat dibaca pada Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing  

Kegiatan, Relokasi  Anggaran,  serta Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka  

Percepatan Penanganan Covid-19.  

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 memfokuskan pada usaha realokasi anggaran 

yang sebelumnya dianggarkan untuk selain penanganan covid-19 yang sekarang digantikan 

untuk mempercepat penanganan covid-19. Dengan konsep untuk kepentingan masyarakat, 

maka refocussing anggaran merupakan suatu hal yang keharusan. Refocussing adalah 

tindakan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan 

atau tidak dalam koridor prioritas, sedangkan realokasi diartikan sebagai perubahan alokasi 
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anggaran. Dalam hal ini prioritas terpenting adalah mengutamakan penggunaan alokasi 

anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan covid-19 

dengan mengacu pada protokol penanganan covid-19 di Kementrian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah dan recana operasional percepatan penanganan covid-19 yang ditetapkan oleh Satgas 

covid-19. 

Refocussing dan realokasi anggaran yang dilakukan mengakibatkan terjadinya 

perubahan anggaran. Ketika perubahan anggaran terjadi, maka yang harus dilakukan adalah 

penyesuaian ulang atau penganggaran ulang. Perubahan atau revisi terhadap anggaran yang 

dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan fenomena yang biasa dilakukan dalam 

penganggaran publik atau pemerintah termasuk di Indonesia (Junita,2015:366). Dalam 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 19 ayat 1 dan 

2 berbunyi dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

(RAPBD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang 

akan dicapai. Perubahan anggaran yang terjadi menyebabkan organisasi publik dituntut 

untuk menganggarkan kembali anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga SKPD 

harus membuat Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RKAP-SKPD). 

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan percepatan 

penanganan covid-19 sebagai prioritas utama, maka perlu dilakukan perubahan anggaran. 

Jadi, sebagai salah satu instansi yang mengalami perubahan anggaran, Dinas Perkebunan 

Provinsi Sumatera Selatan melakukan perubahan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden 

Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

900/0840/BPKAD/2020 tentang efisiensi belanja langsung dalam rangka percepatan 



5 

 

 

penanganan Coronavirus Disease (covid-19) serta surat Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor: S-247/MK.07/2020 tentang penghentian proses pengadaan kegiatan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan 

memiliki peran membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengawasi serta 

membangun, dan mengembangkan sektor perkebunan di wilayah provinsi Sumatera Selatan. 

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 

wewenangnya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang susunan 

organisasi, uraian tugas, dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi demi terciptanya pekerjaan yang efektif dan efisien maka 

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi beberapa sub bagian, bidang, 

dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan merupakan pelaksana kewenangan 

desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perkebunan. Penyelenggaraan pemerintah 

daerah berhubungan dengan adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta 

pendapatan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah wujud dari 

pengelolaan keuangan daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggaraan daerah.. Dinas Perkebunan Provinsi 

Sumatera Selatan memiliki 11 program dalam anggaran belanja langsung bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan semua anggaran belanja program 

mengalami pengurangan anggaran akibat pandemi covid-19. 

Rincian perubahan anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan terdapat 

dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD). 

Salah satu perubahan anggaran yang terjadi yaitu pada anggaran belanja program proteksi 

tanaman perkebunan. Program proteksi tanaman perkebunan adalah salah satu program 
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Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya untuk melindungi tanaman dari 

ancaman maupun gangguan yang bisa memberi kerusakan, kerugian ataupun mengganggu 

kelangsungan kehidupan tanaman. Perlindungan tanaman mempunyai peranan vital untuk 

menentukan kesuksesan budidaya tanaman. Program perlindungan tanaman peran vital 

untuk mennetukan kesuksesan membudidayakan tanaman. Program proteksi atau 

perlindungan tanaman perkebunan di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada 

tahun 2020 memiliki beberapa macam kegiatan yang akan dilaksanakan. 

 Pada tabel di bawah ini dapat dilihat rincian mengenai perubahan anggaran program 

yang dijumpai pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020.. 

Tabel 1. Perubahan Anggaran Program Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2020 

 

No. Nama Program 

Sebelum 

Perubahan 

(Rp) 

Setelah 

Perubahan 

(Rp) 

Bertambah/ 

(Berkurang) 

(Rp) 

Persen 

1. Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

2.503.887.900 1.995.264.500 (508.623.400) (20,31) 

2. Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

140.000.000 35.000.000 (105.000.000) (75,00) 

3. Program 

Peningkatan 

Disiplin Aparatur 
100.000.000 88.450.000 (11.550.000) (11,55) 

4. Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 

100.000.000 87.224.000 (12.776.000) (12,78) 

5. Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

150.000.000 60.000.000 (90.000.000) (60,00) 
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Lanjutan Tabel 1 

6. Program 

Peningkatan 

Produksi dan 

Produktivitas 

Perkebunan 

374.000.000 174.000.000 (200.000.000) (53,48) 

7. Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Perkebunan 

100.000.000 50.000.000 (50.000.000) (50,00) 

8. Program 

Pengembangan 

Perbenihan 

Perkebunan 

100.000.000 76.250.000 (23.750.000) (23,75) 

9. Program Proteksi 

Tanaman 

Perkebunan 

3.666.522.702 118.000.000 (3.548.522.702) (96,78) 

10. Program 

Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil 

Perkebunan/PPH

P 

2.100.000.000 1.351.473.100 (748.526.900) 35,64) 

11. Program 

Pengembangan 

Kelembagaan 

Usaha 

Perkebunan/PKU

P 

61.912.100 23.412.100 (38.500.000) (62,18) 

Jumlah 9.396.322.702 4.059.073.700 (5.337.249.002) (56,80) 

 

Sumber : Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas 

Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 

 

Berdasarkan RKAP SKPD, hampir seluruh anggaran prorgram di Dinas Perkebunan 

Provinsi Sumatera Selatan saat 2020 mengalami perubahan. Salah satunya yaitu anggaran 

belanja program proteksi tanaman perkebunan yang mengalami perubahan anggaran sebesar 

96,78 persen. Awalnya anggaran sebesar Rp 3.666.522.702 dianggarkan untuk 4 kegiatan 

antara lain: rehab gedung kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, rehab 

laboratorium produksi UPTD BPTP, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium, dan 

pengawalan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) penugasan. Kemudian anggaran 
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mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 118.000.000 untuk pengawalan kegiatan dana 

alokasi khusus (DAK) penugasan. Dalam pelaksanaannya anggaran program proteksi 

tanaman perkebunan terdapat target realisasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.  

Tabel 2. Realisasi Anggaran Program Proteksi Tanaman Perkebunan Dinas 

Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 

Nama Program Anggaran (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) 

Program Proteksi Tanaman 

Perkebunan 
118.000.000 

100 
115.519.000 

Sumber : Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan APBD Dinas Perkebunan Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2020 

 

Berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan APBD Dinas Perkebunan 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 alokasi anggaran untuk pelaksanaan program 

proteksi tanaman perkebunan sebesar Rp 118.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 

115.519.000. Pada tahun 2020 program proteksi tanaman perkebunan terdiri dari beberapa 

kegiatan, antara lain: rehab gedung kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, rehab 

laboratorium produksi UPTD BPTP, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium, dan 

pengawalan kegiatan dana alokasi khusus (DAK) penugasan. Namun setelah terjadinya 

pandemi covid-19, terjadi perubahan anggaran yang pada mulanya sebesar Rp 3.666.522.702 

mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 118.000.000 dengan hanya menyisakan satu 

kegiatan, yaitu pengawalan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan. 

Dengan adanya perubahan anggaran belanja pada Dinas Perkebunan Provinsi 

Sumatera Selatan, maka penulis ingin melihat apakah perubahan anggaran yang terjadi 

berpengaruh pada kinerja anggaran program proteksi tanaman perkebunan. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Anggaran Belanja 

Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Masa Covid-19 Dinas Perkebunan Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2020.” 

 



9 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam pelaksanaan riset ini yaitu bagaimana Kinerja Anggaran 

Belanja Program Proteksi Tanaman Perkebunan Pada Masa Covid-19 Di Dinas Perkebunan 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengamati kepada rumusan masalahnya tersebut, sehingga tujuan dari pelaksanaan 

riset ini yaitu supaya memahami Kinerja Anggaran Belanja Program Proteksi Tanaman 

Perkebunan Pada Masa Covid-19 Di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2020 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis diharapkan riset ini mampu memberi kontribusi keilmuan 

serta pemikiran bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi Keuangan 

Negara. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari penelitian yang 

dilakukan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis riset ini bisa dijadikan sebagai masukan maupun 

sumbangsih pemikiran untuk kemajuan dan perkembangan kepada Dinas 

Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan juga riset ini diinginkan mampu 

memberi kontribusi pemikiran kepada riset mendatang. 
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